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BT'PATI SITT'BOtrIX),

r hahwa dengan ditetapkannya perafiiran herah xabupatea
situbondo Nomor 24 Tahun 2o1r tentang Retribusi
Pelayanan Pasar serta guna meningkatkan pelayanan, daya
guna dan hasil guna pemungutan Retnlousi pelayanan pasir,
perlu membentuk Peraturan Bupati Sihrbondo tentang
Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan
Pasar.

: 1. undang-undang Nomor L2 Tahun 19so tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Linglnrngan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara
Republik rndonesia Tahun ]gso Jsomor 19, Tanfuhan
lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 4Ll
sebagaimana telatr drubah dengan undang-undang
Nomor 2 Tahun r96s (kmbaran Negara nepuulit
Indonesia Tahun r96s Nomor 19, Tambahan km-baran
Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;

2- undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab
undang-undeng Hukum Acara pid,ana- (Iamhararr-Negaxa
Republik Indonesia Tatrun 1991 Nomor 76, Tanrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32ogl;

3- undang-undang Nomor 2g rahun rggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi Qn Nepotisme (r.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor zs, Tambahan teniuaran
Negara Republik Indonesia Nomor Bg51);

4- undaqg-unrlang Nornor s2 Tahrrn 2ao4 tentangr
Pemerintahan Daerah (Iembaram Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor l2s, Tambahan kmbaran
Negara Repnrblih lrrrlerrcsia Ncrrrcrr 4437) rcbaggdrrtana
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tela,lr diuba} beberapa l<di, tenl<hir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah fi.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Repub;ik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Ta hun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Femerintah Daerah (kmbaranL Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang kjak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049J;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundarry-undangan
(Lembaran Negara Republik Indlonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan kmbararn Negara Republik
lrrdrtnm:ratllcnrrtaED?/4I,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 terfiang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempa.t Kedudukan
Pemerintah Daerah l(abupaten Fanarulran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

9- Peranrran Pemerintah Nomor 27 Talurn 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Iamfurar: Negara Repubtk lndonesia Nomor 3525);

1O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2OO5 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Nlegara Nomor 4578);

11- Peraturan Peme!'intrh Nom61 79 Ta_hun lQeg tsnteng
Pedoman Pembinaan dan Fenga.wasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Repubtik
lndcrrtsia Talnm 2OOS Ntymcn 165, Tarntnharr kmha:an
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahr:n 2OO6 Nomor 2O,
Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor
46O9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O08 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 ?iahua DOM tcntang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78,
Tambahan lembaran Negara Republfr lndonesia lilomor
a855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6
Nomor %, Tarnbetran lembararn Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4614);

td
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Peraturan Pemedntah Nomor 38 TaJ:un 2OD7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota f,embaran ltegara Repubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambah:en lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2O1O tentang
■ t a Cara Pcmberi an dan Pcman島 強颯  I nscndf
Pemungut an t t ak Dacrah dan Ret r i busi  Dacrah
( Lei nbaran Ncgara Republ i k l ndonesi a Tahun 2010
Nomor l 19,  Tambahan Lcmbaran Ncgara Republ i k
l ndonesi a Nomor 5161) ;
Peratュ

“
口 Presi d“  Nomor l 12 動 コm 2007 t emt ang

Penat aan dan Pcmbi naan Pasar Tradi si onal ,  Pusat
Perbel ani aan, dan Toko Modem;
Perat uran Ment eri  Dal am Negci  Nomor 4 Tahun 1997
t ent ang Penyi di k Pegawal  Ncgen Si p」 ;

Perat uran Ment c五 Dal am Ncgeri  Nomor 13 Tahun 2006
t ent ang  Pedoman  Pengel ol aan  Keuangan  Dacrah
sebagai mana t el ah bcberapa kal i  di ubah,  t erakh士
dengan PeFat Fan Ment en 3al anヽ 電臣i  Ns-  21
Tahun 201l  t ent ang Perubahan Kedua At as Perat uran
Ve, "r i  Dal t t  Negeri  N。口or 13 Tahun 2o06 t ent ang
Pcdoman Pcngebl aan Keuangan Dacrah;
Pcrat uran Ment e五 Dal am Neged Nomor 17 Tahun 2007
t ent ang Pedoman Tekt i s Pengel ol aan Barang Mi l i k
Dacrah;
Pcraman Ment eri  Dal am Nege五 Nomor 53 Tahm 2011
に
“
如 g Rmben飽 晨m Pmduk Hut t  Dacmh rBcri ほ

Negara Repub五 k l ndOnesi a Tahun 201l  Nomor 694) ;
Keput usan Ment eH Dal agn NegeH Nomor 174 Tahun
1997 t ent ang Pedoman Tat a Cara Pemungut an Ret r i busi
Daerah;
Keput usan Mmt ci  Dal nm Nt t  NnmOr 175 TabШ
1997 t ent ang Tat a Cara Pcmc遺餞旧m di  Bi dang Rct r i busi
Daerah;
Pcrat uran Daerah Kabupat en Si t ubondo Nomor 02
Tahun 2008  t ent ang Urusan  Pemeri nt ah Dacrah
Kabupat en Si t ubondo ( Lcmbaran Daerah Kabupat en
Si t ubondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
Pcranan Daerah Kabupat en si t ubondo Nomor 13
Tah- 2008色

…

PokOk―pOkOk Pcuβ bl nan Keu- 9n
Daerah( Lembaran Daerah Kabupat en Si t ubondo Tahun
2008 Nomor 13) ;
Peraman Daerarl  t t bupat en S, i t ubondo Nomor 24
Tahun  201l   t ent t g  Rcdbusi   Pel ayanan  Pasar
( Lembaran Dacrah Kabupat en Si t ubondo Taht l n 2011
Nomor 24) .
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BAB I
XETE.rTT'AIT I'UtIf

Polal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah f(abupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupa,ten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut DPKD adalah DPKD Ihbupaten Situbondo.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
terterrbr di bidang, retribusi ds,eratl s€srrai dengorr
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kepala DPKD adalah Kcpala DPKD Kabupaten
Situbondo.

7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah
l(abupaten Siblbotdo.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuq4, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMNI, atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, prkumpudan, yayaseLn, organisasi rrurasa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
irrvestasi koleklff dan bentuk usaha tetap.

9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu baik -yang disebut sslagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa,
pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, termasuk
di dalasnrrya patar hewan.

10. Pedagang pasar adalah Orang Pribadi atau Badan
Hukum yang melakukan kegiatan jual beli Barang atau
jasa di pasar dan memiliki Surat Penggunaan Fasilitas
Pasar yang selanjutnya disebut SPFP.

lf. Kias adalah tarrrgun.al:l. di pasar yartg beratap darr
dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding
pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit
yang diperBunatcan untuk usaha berJualan.

12. Los adalah bangunan di pasar yang beratap tidak
dipisahkan dengan dinding pemisah satu dengan yang
lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit-langit
yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

“
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13. Sur:at Penggutwn Fasfitas Pasar yang sdanjutnya
disebut SPFP addah bukti diri bagi orang pribadi atau
badan hukum yang diberi hak penggunaan lahan berupa
kios, los dan halaman pada pasar.

Halaman/pelataran adalah bagian dari pasar yang

berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.

Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan

temak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan
dengan pagar besi.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu -yang khusus
disedialan dan/ atau diberikan oleh Pemerinteh Daerah
untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Jasa Umrm adalah jasa yang drsediakarr atau diberrkarr
oleh Pemerintah Daerah untuk tuj uan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang
Pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang
mera\Eut peraturan perunaang-ulrrasngall' rctribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupalan batas waktu bagi u,Iqiib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangktatan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disrngkt SSRD, adalaft bukti pernbayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

Suret Xetetape, Retrjbusi Daerah, yang sdanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ket€tapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

tennanB.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah kbih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan ju:nlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi
te,hih b€aar deripada retribusi yang ter'.rtarag atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagthan

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa

bunga/denda.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
rmtuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
perpajakan daerah dan retribus i yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

17.

18.

19.

20.

21.

23

24.

22.
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Peayidik Pqgeu,ej Neged Sipil yaag selanjutnya disebut
PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
l*rusus oleYr undang-undang untuk melalrukan
penyidikan terhadap pelanggaran P,eraturan Daerah.

BAB II

XgfE,rTUAIf PEIfGGIIITAAI{ FASILITAS PASAR

Pasal 2

Orang Pribadi atau Badan Hukum dapat mengajukan
permohonan Wnggllrnaar: fasilitas pasarr berupa kios, ios dan
halaman kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pa.al 3

Persetujuan penggunaan faslitas pasar sebagaimana

dimaksud dalam Fasal 2, kepa:d.a. yang bercaigkutan
diberikan SPFP sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan.

Masa berlaku SPFP ditetapkan sela:rna 2 (dua) tahun.

Apabila masa berlaku SPFP berakhir, atas persetujuan
Bupatr atau Fejaba t Wng difunjuk, kepada yang

bersangkutan dapat mengajukan permohonan

perpanjangan kembali.

Permohonan perpanjangan sebagiamana dimaksud pa.da

ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

habis masa berlakunya SPFP .

P.sal 4

SPFP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada

ayat (1) SPF.P dapat dicabut sccara scpihat olch Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk.

Paral 5

Selama jangka waktu SPFP masih berlaku, Pedagang

dapat melakukan perubahan d:an/ atau membangun

sendti toko, kios dan los di dalam/pelataran pasar

dengan biaya eerrdiri baik berupa bangunan Fertnanetr
maupun semi permanen dengan rnenyampaikan ustrlan
permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1), secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah.

l2l

(3)

( 4)

(1)

(21

( 2)

Q
`
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anau
KETEI|TIIAI{ RETRIBUSI

Palaf 6

Pedagang yang melakukan aktilitas pada pagt hari, siang
hari, sore hari, aCau malam hari dikenalcan rctibusi 5nang

dipungut secara harian.

Benn& isi. rten warna karcis rlitefspkan dengPn

keputusan Kepala DPKD.

Bagi pedagang yarrg menemPati teimpat permanen (Kios

dan los) yang tidak berjualan secara berturut-turut
selama 3O (tiga puluh) hari dan masih menempatkan

barang dagangannya, dikenakan Retribusi sebesar l0oo/o

(seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan.

Bagi pedagang yang menempati tempat yang tidak
permanen/Iesehan, tidak berjualan secara berturut-
turut selama 7 (tujuh) hari dan masih menempatkan

barang daganganya, dikenakan Retribusi sebesar 1OO%

(seratus persen) dari jumlah tarif yang telah ditetapkan.

Apabila Retribusi dalam waktr: y,ang telah ditetapkan

dimaksud ayat (21 dan ayat (3f rnasih belum dilunasi,

maka dalam waktu 1 x24 jaJxtr sete lah lewat batas waktu
yang ditcntukan, maka SPFP dinyatalcan tidak berlaku.

Apabila dalam walrtu yang telah ditetapkan dimaksud

ayat (5) pedagang yang b,ersangkutan masih

menempati/menempatkan barang dagangannya' maka

Bupa.ti atau Pejabat yang ditunjutr dapa.t secara paksa

mengosongkan tempat dagangan tersebut dan barang

dagangan yang ditinggalkan menj.adi milik Pemerintah

Daerah.

BAB Iu

TATA CARA PBIIII|GUTAT NSIRIBUSI

P.rrl 7

Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang

dituanglran dalam SIiRD acau dokumen lain yang

dipersamakan yaitu berupa karcis.

Tala cara penetalan- benttrk rten isi SKRD atau dokrrmen

lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Prs.l E

Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi

dcrrgarr merrEgwraktrr Brrat St/rorerrr Rctntnxvl Datrah
(SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu

berupa karcis.

Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan

denda sebesar 2 o/o (dlua persen) dari nilai Retribusi.

( 4)

( 5)

( 6)

１
■

t 2)

１
■

Q
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Perabayeren Retribusj dilalrul<en pada SKPD atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepa1a SKPD.

Penerimaan pembayaran retribusi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya kepada
Bendahara Penerimaan DPKD dalam jangka walrhr I x
24 Jan.

Bendahara Penerima DPKD selanjutnya menyetor
seluruh penerfunaan ke Kas Daerah setiap hari kerja.

BAB IV

TATA CARA PETAGI}IAII

Pasd 9

Kepala DPKD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang

trrdalat prada SKRD se1ak saat tsrut2mg raritusr.

Prsaf 10

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pe laksanaan penagihan

retribusi kepada Waiib Retribusi diterbitkan 7 (tuiuhl
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(21 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat Iain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima'
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
oleh Kepala DPKD.

BAB V

PETGEUBATJAI{ I{ELEBIHAT PEUBAYARAIC

Puaf 11

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat

menggjulorr 1crmc,hsnur perrgmrtbahtrr ktpada Ktpala DPKD

dengan persyaratan:

a- narna dan aternat W4iib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. bes,arnyaketrebihaspei..ab*yaran;

d. alasan-alasanyangjelas;

e. melampirkan SKRD dan SSRD.

Ps!!f 12

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan

dengan menerbitlan Surat Perintah Membayar Uang

lepada Wajib Retribusi,

( 5)

d
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12) Tata czra pelaksaaaaa pengemba,liea kelebjlua
pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Perintah
Membayar Uang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKD.

BAB VI

TATA CARA PETGA'UAIf TEBERATAX

Pasd 13

(1) Wqiib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati ata.u Pejabat yanA ditunjuk atas
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Keberatan diqiukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberaoan harus diajulcan dalarrr jangl<a. waktu paltng
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaann5aa sebaggimana dimaksttd
pada ayat (3) adafah suatu keadaan yang tefadi di luar
kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak rnenunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelalsanaan penagihan
Retribusi,

Pual 14

Bupati dalam jangka waktr-r paling, lama 6 (enam) bulan
sqaf( tanggal Srrlat Ketleratan drteruna hrus mernbtri
keputusan atas keberatan yang diqiukan dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang temtang.

Apabila dalam jangka walrtu settagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat dan B upati tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Patat 15

Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagtan atau
seluruhn5aa, mal€ 'furlriadap kel'ebihan gr.mbayanan

Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2"/o {dua persen) setiap bulan untuk paling lama

12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai &ngan
diterbitkannya SKRDLB.

“

)

１
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( 3)

１
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AAD VIT

TATA C,ARA PEITGI'RAITGAI{, NERIITGAflAII,

DAIT PTUBEBASAII EEIRIBUSI

Pasal 16

{l) Bupati berdasarl<an permohorar W4jib Retrjbusi dapat
memberikan penguxangan, keringarnan, dan pembebasan

retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan
memperhatikan Wajib Retribusi.

(3) Fembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

antara lain diberikan kepada W4iib Retribusi apabila
terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial sehingga
fasilitas pasar tidak dapat berfirng.sr dan tidak tersedia
tempat penampungan dan/atau adanya relokasi atau
reaouasj total sarena den prasarana pasar atau penyebab
lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.

(4) Femberian pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi diberil(an, setelah Bupa.ti rmenerima permohonan
dari Wajib Retribusi yang selanjutnya. dilakaukan verifikasi
terhadap objek retribusi.

(5) Dalam pelaksanaan verifikasi, dapat dibentuk Tim Verifikasi
yang ditetapkan dengan Keputusarn Kepala SKPD yang

(6) Hasil verifikasi dari Tim sebagaimana ayat (5), selanjutnya
disampaikan kepada DPRD lGbupa.ten Situbondo untuk
mendapatkan rekomendasi yang kerrrudian dijadikan dasar
oleh Bupati untuk membuat penetapan tentang besarnya
tarif retribusi yang akan ditetapkan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII

XETEI{fUAIT LIIRAI|GAI| DAIT SAITKSI

Pa.al 17
(1) Kewajiban bagr pedagang yang memakai tempat

bedualan di Pasar adalah :

a- Memelihala kebersihan darn kerapian tempat
berjualan;

b. Menjaga keamanal dan ketertiban sehingga tidak
menggErnggu aktifrtas di Pasar;

c. Mencegah timbulnya bahaya kelbakaran.

{2) larangan bagi pedagarg yarg memakai ternpat beg'ualan
diPasaradalah:
a. Berjualan di jalan masuk dal [<eluar dan/atau jalan

pengfnrbung di dalam Pasar;

b. Be{ualan dan/atau menggunakan tempat
pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat
yang telah disediakan;

c. Memasang tenda atau me ndirikan bangu.nan-
bangunan yang da,pat menggalggu araJr rnen€halarlgi
aktifrtas di dalam Pasar;

⌒

“

0・
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d. Meanasulckaa sepeda, becalr, sepe& motor lkecru)i
petugas), ternak (kecuali pasar hewan) dan lain-lain
yang secara prinsip mengganggu aktifrtas di Pasar;

e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar untuk tidur
atau menginap pada saat Pasar tutup, tanpa seijin
Bupati atau Pejabatyang ditunjuk;

f. Dilarang minum minuman keras dan/atau main judi
di dalam Pasar yang secara prinsip mengganggu
moralitas masyarakat;

g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam
Fasar tafiW melalut jalan atau pintu yang
ditetapkan;

h. Melalrukan suatu perbuatan di dalam Pasar yang
sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;

i. Menyimpan suatu barang dalam Pasar lebih dari 1

(satu) ton dengan maksud menimbun, kecuali seijin
Bupati atau Pejabat yang ditunjluk;

j. Mernlergrrnakzn seb,aBal gutililrB
menimbun barang;

ata\r teIrrpat

k- Memperdagargkar barang-barpng di dal"m Pasar
yang mudah menimbulkan kebakaran serta dapat
membahayakal keselamatan trmum lagi orang dan
tararrg tarrp,a. sttjin Brrpatr atau Sabat yarrg

ditunjuk;

l. Memakai tempat di dalam pasan melebihi dari batas
areal yang ditetapkan;

m. Menempatkan barang dagangan, kendaraan,
binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil
yang dipergunakan, barang bangunan atau barang

-yang banyak memakai temp at serta melakukan
pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar
dibuka atau sesudah pasar tutup kecuali ada ijin
dari petrrgae pasas;

n. Pedagang asongan dilarang menjajakan atau
menawarkan barang dagangan atau pencahariannya
di dalam pasar tanpa rnemenuhi kewajiban
membayar retribusi sesuai derrgan ketentuan yang
berlalnr;

o. Menolak petunjuk petugas Pasar demi ketertiban dan
kerapihan dalam pasar.

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa
teguran, peringatan, dan atau pencabutan SPFP serta
pengosongan secara paksa tanpa ga:nti rugi.

Setiap kegiatan diluar altifitas jual beli lnrus mendapat
persetujuan Bupa.ti atau Pejabat yang ditunjuk.

ヘ

( 3)

Q̀ J

f 4)
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B.lB 1'

XETEI{TUA,r PEIITTUP

Paral 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang

mengatur tentang Tata Cara Pemungutarx Retribusi Pelayanan

Pasar beserta seluruh peraturan pelaksananya dicabut dan

dinyatakan tklak berlaku.

Pesd 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal dllstaFLan.

Agar setiap orang dapat mengetahuirrya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Di t et apkan di  Si t ubondo
pada t anggal ,         3⌒

ヘ

Di undangkan di  Si t ubondo
pada t anggal  i

SE― ARI S DAERAH
KABUPATEN SI TUBONDO,

BERI TA DAERAH― UPATEI  SI TU30NDO TAHUN 20■ 3 NOMOR 18



LIIUPIRAI{ Peraturan Bupati Situbondo

Nomor : i8 Tahun 2Ol2

Situbondo,Tgl

Kepada
Perihal : Permohonan Ijin Be{ualan Yth. Sdr. Ifteala Dinas Fengel'claan

…

D― h…
Si t L■ bdO
Cq_Kepal a Pasar

…

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis kelamin

Tempat / Tgl lahir :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan/ Ijin untuk berjualan di Pasar

..............berupa.............., selanjutnya kami sanggup untuk mematuhi

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Pasar dan Peraturan Bupati No.......... Tahun 2Ol2 ten.tatg Petunjuk

^t Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar serta peraturan

perundangan- yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini

disampaikan terimakasih.

`

)

di Pasar- -.... -.....
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… … …
… … ・

mamAr DARAE

⌒

…

, ヽ ヽ

Kepada
Yth. Sdr. f(epala Dimas kngelolaan

tca:agm Daslah fan-eaut
Srbqdo

di-
SITI'BOI[IX)

REKOMENDASI  KEPALA PASAR. ¨ ¨ ¨¨…………・・
Nomor: . ¨ . ¨ ………¨¨ ¨¨ ¨ ¨ ・̈

Memperhat i kan  sl l rat  saudara. … ……Tgl , … ……. . Peri hal   Permohonan l i n

Pemakaian Fasilitas Pasar atas narna :

Nama :

Al amat
Umur
Set el ah di l akukan sl l rvey bkasi  dan
me“ komendasi kan unt uk mendapamn
dengan pe威壼nbangan sebagai  bei kut :

a. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ●

b. . . … … … … … … … … … … … … … … … …・

C. . . ¨ ¨ ¨ ¨ . . … … ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ … … … ●

d. ¨ ¨…………………¨………………………………………・

kelayakan usaha, bersama ini

Surat Penggumaan Fasilitas Pasar

KEPALA PASAR

J

⌒

( ・ … … … ・・ … … ・ ¨ ‐
… … … … … ・・ … )
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⌒

Situbondo,Tgl .........

Kepada

Perihal : Perrrohonan ljin Merubah YtlL Sdr. IGpala Dinas Fengelolaan

Tempat Dagangan 
ffi 

kah Kabqmt

qt l(epahksar......

di-
SITT'BOIUX'

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis kelamin :

Tempat / Tgl lahir :

Nomor SPFP :

Bl ok
Al amat

Dengan i ni  mengaJ ukan pcmohonan unt uk mcrubah t empat  dagangan/
bet t ual an di  Pasar. . … ……. , dengan anci an sebagal  beri kut :
1. ¨ ¨ ¨

… …
¨ ¨ ¨ ¨

2. ¨ ¨ ¨ ¨ ……・・……

3. … … … … … …・

Sel ani umya hasi l  dat t  renovasi  t ersebut  t t  hi baLn kepada
pemeri nt ah Kabupat en Si t ubondo met t adi  aSet  Pt emeri nt ah Kabupat en

Si t ubondo Cq. Aset  Pasar. ¨ ¨ ¨…………・

Demi ki an  at as  perhadan  dan  di kabdkannya  pe. . . . ohonan  l ni
di s―pai kan t e五makasi h.

Pemohon

`

. ¨ . ¨ ¨ ¨ Ki os. ¨ ¨ ¨ ¨ … … … … …・ … …・
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BERI TA ACARA SERAH TERIMA RENOVASI TEMPAT DAGANGAN
DARI  PEDAGANG KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN SI TUBONDO

Homor: 030′     ′ 43■ . 2■ 4. 5′ - 2

Pada hari ini, ........... tanggal ........ bulan ......... tahun ..........., kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama :..................

Pekerjaan : Pedaganag Pasar.............

AIamat : .................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya

di sebut   seba頭

…
I CSATU

II. Nama : ............ ′ . … ……………… ……
J a b a t a n : Bupati/Pejabatyang ditunjuk

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P,emerintah Kabupaten

Situbondo selanjutnya disebut sebagai

PTHAT IITDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut KEDUA BEI"AH PIHAK,

melaksanakan serah terima ... sebagaimana ketentuan berikut:

1.  PI t t  KESATU menyerahkan. … … … … … … PImK KEDUA, yang t erdi 五
dari  sebagai  beri kut :

c. dst

2. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA menerima penyerahan..

3. Dengan telah dilaksanakannya serah terima dari PIHAK KESATU kepada

PIHAK KEDUA terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah

Terima ini, maka asset tersebut menjadi tanggung jawabPIHAK KEDUA.

ａ
　
ｂ

`
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- 4. .ApalJla di kemudien hai terdapt ke}eliruea da'bm Benta Aera ini,

al€n diadalen pembetulan sebagaimana mestinya-

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk dapat

dipergunakan seperlunya.

Situbondo,

PIHAK KEDUA
Yang MeneHma

BUPATIノ PE」ABAT YANG DI TUNJ UK

PIWK KESATU
Yang Menyerahkan

⌒

`

●|ヘ
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… … …DEEE…
…

DARAE
PASAR. “ “ . . ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ "¨ ¨

⌒

Situbondo,....

Kepada
Yth. Sdr. Kepafa Dnas Rngelolaan

Daa.ah Xabrphr
Sihrbal&
OqKeeahkstr.....

di-
AI?UBOIXDO

REKOMENDASI KEPAI,A PASAR .,.,............,......,......
Nomor : ...........................

Menindak lanjuti permohonan ijin untuk merubah ,/ merenovasi tempat

berjualan di Pasar.......... atas narna:

Nama

Alamat

Umur

Bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

Memberikan ijin / tidak memberikan ijin dengan pertimbangan sebagai

berikut:

a. . . . . . . . . ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

b. … … … … … … … … … … … … … … … … …・

C. ¨ ¨ ¨ . . ¨ ¨ … … … … ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ―¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨・

d.

KEPALA PASAR

( … … … … … … … … … … … … … …
。 )


